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PUTUSAN 

Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Skw 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara 

pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara 

cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan 

XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat. 

   melawan 

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

POLRI, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota 

Singkawang, sebagai Tergugat. 

 

Pengadilan Agama tersebut. 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2022 telah 

mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Singkawang dengan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 27 Juli 2022, 

dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, 

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 5 Januari 2009.  

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah kakak kandung Penggugat selama 3 (tiga) hari, kemudian 

berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik 

bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.  
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3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak:  

3.1 ANAK 1, lahir tanggal 2 Oktober 2009, 

3.2 ANAK 2, lahir tanggal 16 Maret 2019, 

sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat. 

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat 

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 

dikarenakan: 

a. Tergugat bersifat tempramen sehingga sering marah tanpa sebab dan 

membesarkan masalah yang sepele.  

b. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan.  

c. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat.  

d. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.  

5. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar dan mencaci-maki Penggugat dan 

Tergugat selalu merusakkan barang-barang yang ada di sekitar Tergugat. 

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

semakin tajam dan memuncak pada tanggal 11 Juni 2022 yang disebabkan 

Tergugat marah saat Penggugat datang ke Dinas Perlindungan Perempuan 

dan Anak untuk melaporkan perihal Tergugat tidak memberikan nafkah 

untuk Penggugat. 

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun 

telah berpisah ranjang dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat 

juga sudah tidak terjalin dengan baik. 

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama 

Bengkayang, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut karena 

Tergugat berjanji untuk berubah menjadi lebih baik. 
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9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan 

cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat 

namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat. 

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi 

dan memilih untuk bercerai dari Tergugat. 

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul 

akibat perkara ini. 

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT). 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain 

sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun 

berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Juli 2022 dan tanggal 5 Agustus 2022 

Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata 

tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. 

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di muka 

sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah 

untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 

Juli 2022 dan tanggal 5 Agustus 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu 

halangan yang sah. 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat 

dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini.  
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas. 

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut, namun tidak datang di muka sidang, sedangkan tidak 

ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh 

karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur. 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat. 

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.  

MENGADILI 

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Skw, gugur.  

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 13 Muharam 1444 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., 

sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, 

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh 

Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh 

Penggugat dan Tergugat. 
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Hakim Anggota, 

 

 

 

Dara Eka Vhonna, S.Sy. 

 Ketua Majelis, 

 

 

 

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. 

 

 

 

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. 

  

  Panitera Pengganti 

 

 

 

Purmaningsih, S.H.I. 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00 

3. 

4. 

Biaya Panggilan 

PNBP Panggilan 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

360.000,00 

20.000,00 

5. Meterai : Rp. 10.000,00 

6. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00 

 Jumlah  Rp. 505.000,00 
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